
 

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016 

MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN 

PENDIDIKAN PANCASILA DAN 

KEWARGANEGARAAN (PKn)  
 

BAB VI 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 

1945 

 

 

Drs. Made Suwanda, M.Si 

 
 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

2016



  

1 
 

BAB VI 
 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 
 
 
 

A. Pengertian Konstitusidan Undang Undang Dasar 

Istilah konstitusi sebenarnya dialih bahasakan dari Constitution (bhs.Inggris), atau 

Verfassung (bhs.Belanda) yakni hukum dasar yang dibedakan dengan Undang Undang 

Dasar atau Groundgesetz (bhs.Belanda).Secara substansi, sebetulnya konstitusi 

berbeda dengan undang undang dasar.Undang-undang dasar hanyalah sebagian dari 

hukum dasarnya negara, yakni hukum dasar yang tertulis.Disamping  itu masih ada 

hukum dasar yang tidak tertulis yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara 

dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis yang disebut dengan Konvensi. 

Dengan demikian konstitusi dapat diklasifikasikan dalam arti luas dan dalam arti 

sempit.Konstitusi dalam arti luas adalah konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang 

tidak tertulis.Sementara konstitusi dalam artian sempit yaitu konstitusi tertulis yakni 

Undang-undang Dasar. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Assiddiqie yang mengatakan bahwa 

konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu 

negara. Lebih lanjut dikatakan : hukum dasar  ada yang tertulis dan ada yang tidak 

tertulis. Hukum dasar yang  tertulis disebut dengan  Undang Undang Dasar (UUD) 

sedangkan  hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi.  

Sementara Herman Heller  mengatakan bahwa suatu rechtverfassung (konstitusi) 

harus memenuhi dua syarat yakni: mengenai bentuknya dan mengenai isinya. Dari 

bentuknya : suatu konstitusi itu harus tertulis; sedangkan dari  segi  isinya : bahwa 

suatu konstitusi haruslah berisikan tentang hal-hal pokok/fundamen. Nampaknya 

Herman Heller terpengaruh oleh faham kodifikasi, di mana faham ini  menghendaki 

setiap peraturan hukum harus tertulis demi adanya kesatuan hukum, kesederhanaan 

hukum dan adanya kepastian hukum, sehingga menghendaki supaya konstitusi harus 

berbentuk tertulis. Sebagai hukum dasar sudah seyogyanya konstitusi dalam pasal-

pasal dan ayatnya dirumuskan sedemikian rupa yang hanya berisikan tentang hal-hal 

yang pokok atau yang paling mendasar, karena pengaturan secara rinci  diatur lebih 

lanjut dalam peraturan yang ada di bawahnya. Semakin pokok dan fundamen hal yang 
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diatur dalam konstitusi maka semakin abstrak dan sederhana konstitusi yang 

bersangkutan, akan mengakibatkan semakin elastis dan semakin terbuka kemungkinan 

untuk menampung dinamika perkembangan zaman. Hal tersebut akan menyebabkan 

konstitusi tersebut tidak akan mudah usang atau ketinggalan zaman. Meskipun 

perumusan konstitusi bersifat sederhana dan garis besar/pokok-pokok, haruslah 

disadari jangan sampai ketentuan yang diatur bermakna ganda atau dapat ditafsirkan 

secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa. 

Dalam pelaksanaan konstitusi yang paling penting adalah semangat  serta 

kemauan politik (political will) para penyelenggara negara. Karena, meskipun sudah 

dirumuskan dengan jelas dan rinci konstitusi yang ada, jika para penyelenggara negara 

tidak punya semangat dan tidak punya tekad  dan komitmen untuk melaksanakan 

konstitusi tersebut secara murni dan konsekuen dalam hidup berbangsa dan 

bernegara, bunyi pasal maupun ayat yang ada dalam konstitusi tersebut tidak lebih 

hanya merupakan retorika belaka. Namun sebaliknya, meskipun perumusan konstitusi 

tidak sempurna, tetapi semangat para penyelenggara bersih dan tulus dalam 

menjalankan konstitusi tersebut, maka kekurangan yang ada tidak akan merintangi 

penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam 

mewujudkan cita-cita maupun tujuan nasional.      

E.C.S. Wade  dalam bukunya Constitutional Law mengatakan bahwa undang 

undang dasar (UUD) adalah naskah yang memaparkan tugas-tugas pokok dari badan-

badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut. 

Bagi meraka yang memandang negara sebagai organisasi kekuasaan, 

memandang bahwa undang undang dasar dipandang sebagai lembaga atau kumpulan 

asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara lembaga-lembaga negara 

yang ada (mis.Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif) dan hubungan kerjasama 

antar lembaga negara yang bersangkutan. 

Para penyusun UUD 1945 nampaknya memandang bahwa konstitusi lebih luas 

bila dibandingkan dengan UUD.UUD hanyalah sebagian daripada hukum dasarnya 

negara.UUD  ialah hukum dasar negara yang tertulis, sedang di samping UUD itu 

berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul 

dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara mesikipun tidak tertulis.  
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Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, dapat ditarik tentang 

pengertian konstitusi sebagai berikut : 

Konstitusi meliputi konstitusi tertulis yang kemudian disebut Undang Undang Dasar 

(UUD) dan konstitusi tidak tertulis yang disebut dengan konvensi ketatanegaraan. 

Undang Undang Dasar (UUD) merupakan : 

1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan 

kepada para penguasa 

2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu 

sistem politik 

3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara 

4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia 

Sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, Undang Undang Dasar 

1945 mengandungpengertian: 

1. B ersifatmengikat,baikb a g i  p e n y e l e n g g a r a  n e g a r a ,lembaganegara, 

lembagakemasyarakatan,maupunseluruh warganegara. 

2. UUD1945berisinorma-norma,kaidah-kaidah,aturan-aturanatau ketentuan-

ketentuanyangharusdilaksanakandanditaatiolehsemuakomponennegara. 

3. UUD1945berfungsisebagaih uk um  y a ng  ter t i ng g i  se h in gga  m e nja d i  

sumberda n pe doman hukumbag i  setiapperaturan perundangan yang ada di 

bawahnya. 

4. Setiap tindakand a n  k e b i j a k a n  pemerintah s e b a g a i  p e n y e l e n g g a r a  

n e g a r a  h a r u s  s e s u a i  d a n  b e r p e d o m a n  pada UUD 1945. 

 

Arti Penting Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara 

 Konstitusi menempati posisi sentral dan krusial dalam kehidupan ketatanegaraan 

suatu negara terlebih-lebih negara yang mendasarkan dirinya pada konstitusi. Negara 

akan selalu menjadikan kostitusi sebagai pedoman atau sebagai dasar dalam setiap 

penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan instrumen yang sangat 

penting dan yang harus ada dalam suatu negara. Tanpa adanya konstitusi yang dimiliki 

oleh suatu negara, maka penguasa akan dapat melakukan apa saja tanpa batas dalam 

melaksanakan kekuasaannya di negara tersebut. Seperti yang dikatakan A. Hamid S. 
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Attamimi bahwa pentingnya suatu konstitusi atau Undang Undang Dasar adalah sebagai 

pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara 

harus dijalankan. 

Sementara Sri Soemantri yang mengutip pendapat Struycken mengatakan bahwa 

UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisikan : 

a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau 

b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa 

c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu 

sekarang maupun untuk masa yang akan datang 

d. Suatu keinginan, bagaimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa 

hendak dipimpin 

Muatan materi yang ada dalam konstitusi atau UUD, menunjukkan betapa penting 

artinya konstitusi bagi suatu negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara 

dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-

ide dasar yang digariskan oleh the founding fathers, serta memberikan arahan kepada 

generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin.  

Mr. Djokosutono melihat pentingnya konstitusi dari dua aspek :Pertama : dari 

aspek Isi, konstitusi memuat dasar struktur yang berisikan fungsi negara; dan Kedua : dari 

aspek bentuk, yang menentukan lembaga yang berwewenang menyusun konstitusi; 

misalnya raja dengan rakyat, badan konstituante, lembaga diktator, dan lainnya. 

Prof. Kusumadi P.,SH, mengatakan bahwa Konstitusi suatu negara merupakan :  

induk dari segala perundang-undangan dalam negara yang bersangkutan yang 

akan menentukan jenis-jenis peraturan yang ada, lembaga yang membentuknya, 

menentukan berlakunya 

B. Nilai-Nilai Konstitusi 

Dalam praktik penyelenggaraan negara sering terjadi bahwa suatu konstitusi yang 

tertulis tidak berlaku secara sempurna, karena salah satu atau beberapa pasal di 

dalamnya ternyata tidak dijalankan lagi atau oleh karena suatu konstitusi yang berlaku 

tidak lebih hanya untuk kepentingan suatu golongan atau pribadi dari penguasa saja, 

tapi sudah barang tentu banyak pula konstitusi yang dijalankan sesuai dengan pasal-

pasal yang ditentukannya. 
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas Karl Loewenstein memberikan tiga jenis 

penilaian terhadap konstitusi, sebagai berikut : 

a. Nilai Normatif 

Suatu konstitusi dikatakan memiliki nilai normatif apabila suatu konstitusi telah 

resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku 

dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu kenyataan (reality) dalam 

arti sepenuhnya diperlakukian secara efektif. Dengan perkataan lain konstitusi 

tersebut dilaksanakan secara murni dan konsekuen. 

 

b. Nilai Nominal 

Suatu konstitusi dikatakan memiliki nilai nominal apabila secara hukum 

konstitusi itu berlaku, tetapi dalam kenyataannya berlakunya tidak sempurna, 

karena ada pasal-pasal tertentu yang tidak berlaku dalam kenyataannya.Contoh : 

konstitusi Amerika Serikat dalam amendemen ke XIV tentang kewarganegaraan dan 

perwakilan, tidak berlaku secara sempurna untuk seluruh Amerika Serikat, karena di 

negara bagian Mississipi dan Alabama hal tersebut tidak berlaku. Demikian juga 

konstitusi Uni Soviet dalam pasal 125 dijamin adanya kemerdekaan berbicara, pers, 

tetapi dalam praktik pelaksanaan pasal tersebut banyak bergantung kepada 

kemauan penguasa. 

 

c. Nilai Semantik 

Suatu konstitusi dikatakan memiliki nilai semantik apabila secara hukum tetap berlaku, 

tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah 

ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik.Konstitusi seperti ini secara hukum tetap 

berlaku tetapi dalam kenyataannya hanyalah dijalankan untuk kepentingan pihak 

penguasa.Contoh : UUD 1945 pada masa Orde Lama dan Orde Baru. 

 

C. Sifat-Sifat Konstitusi 

1. Flexibel dan Rigid 

Menentukan flexible (luwes) dan Rigid (kaku) suatu konstitusi dapat dilihat dari : 

a. Cara mengubahnya 

b. Dapat-tidaknya menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat 

Ad. a. Cara mengubah konstitusi 
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Setiap Konstitusi yang tertulis mencantumkan pasal tentang perubahan. Hal ini 

disebabkan karena suatu konstitusi walaupun ia direncanakan untuk jangka waktu 

yang lama, selalu akan ketinggalan dari perkembangan nmasyarakatnya, sehingga pada 

suatu saat kemungkinan perkembangan itu terjadi, maka konstitusi itu perlu diubah. 

Apabila suatu kontitusi menetapkan cara yang demikian sulit untuk mengubahnya, 

maka konstitusi yang demikian ini disebut Rigid (Kaku). Sebaliknya, apabila cara yang 

ditetapkan untuk mengubah suatu konstitusi demikian mudah, maka konstitusi ini 

disebut dengan Flexibel (luwes). 

 

Ad.b Mudah atau tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat 

  Suatu konstitusi memuat hal-hal yang pokok, sehingga diharapkan akan lebih 

dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Tetapi tidak demikian 

dalam kenyataannya, karena ada kalanya konstitusi atau UUD mengatur secara rinci 

dalam pasal-pasalnya. Dilihat dari aspek ini suatu konstitusi atau UUD akan dikatakan 

bersifat flexibel apabila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. 

Demikian sebaliknya, suatu konstitusi atau UUD akan dikatakan bersifat Rigid, apabila 

tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya. 

 

2. Tertulis dan Tidak Tertulis 

Membedakan secara prinsipil antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis adalah 

tidak tepat.Sebutan konstitusi tidak tertulis hanya dipakai untuk dilawankan dengan 

konstitusi modern yang lazimnya ditulis dalam suatu naskah atau beberapa 

naskah.Timbulnya konstitusi tertulis disebabkan karena pengaruh aliran kodifikasi. 

Satu-satunya negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi tertulis hanyalah 

negara Inggris, namun prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi, di Inggris 

dicantumkan dalam Undang Undang biasa, seperti Bill of Rights. 

Dengan demikian suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam suatu 

naskah, sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis, karena ketentuan-ketentuan 

yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, 

melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang 

biasa. 
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D. Cara Perubahan Konstitusi 

 Ada beberapa cara yang disampaikan para pakar dalam melakukan perubahan 

konstitusi atau Undang Undang Dasar. Antara lain : 

a. C.F. Strong 

Menurut C.F. Strong perubahan konstitusi atau UUD dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut : 

1) Oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu 

2) Oleh rakyat melalui suatu referendum 

3) Oleh sejumlah negara bagian (khusus untuk negara serikat) 

4) Dengan kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga negara yang 

khusus dibentuk hanya untuk keperluan perubahan 

b. Ismail Suny 

Ismail Suny mengemukakan bahwa proses perubahan konstitusi dapat 

terjadi dengan berbagai cara, karena : 

1) Perubahan resmi 

2) Penafsiran hakim 

3) Kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi 

c. K.C. Wheare 

       K.C Wheare, mengatakan ada 4 cara perubahan konstitusi : 

1) Beberapa kekuatan yang bersifat primer (some premary forces) 

2) Perubahan secara formal sesuai yang ada pada UUD itu sendiri (formal 

amandement) 

3) Penafsiran secara hukum (yudicial interpretation) 

4) Kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (usage and 

convention) 

 

E. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Konsitusi tertulis (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah UUD 1945 

penyebutan sebelum di amandemen dan UUD 1945 Negara Republi Indonesia Tahun 

1945 penyebutan setelah dilakukan amandemen. 
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1. Proses PerumusanUUD1945 

 
PanitiaPersiapanKemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah 

suatu  badanyang  dibentuk oleh Pemerintah Bala Tentara Jepang menggantikan 

BadanPenyelidikUsaha-usahaPersiapan KemerdekaanIndonesia(BPUPKI). 

PembentukanBPUPKItanggal29April1945berkaitandenganjanjiPemerintahBa

laTentaraJepanguntukmemberikankemerdekaankepada 

Indonesiakelakdikemudinhari.Janjitersebutdimaksudkanagar

 bangsaIndonesia bersediamembantutentaraJepang 

menghadapisekutudalam perangdunia II.BPUPKIdilantikpada 

tanggal28Mei1945.Badaninitidaksekedarmelakukanpenyelidikan usaha-usaha

 persiapankemerdekaan,tapibahkan sampai 

mempersiapkandanmenyusunRancanganhukumdasar(Rancangan UUD)BPUPKI

 dalam masa sidangnya yang keduamembahas Rancangan  UUD dengan 

membentuk Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 

19orangdiketuaiolehIr.Soekarno.Panitia ini kemudian  membentukPanitia 

Kecil yang ditugasi untuk menyusun 

RancanganUUDyangdiketuaiolehMr.Soepomo.HasilkerjaPanitiaKecilinilahyangke

mudiandisetujiolehPanitiaHukumDasarsebagaiRancanganUUDpadatanggal16Juli1

945.Rancanganhukumdasar(UUD)negaraIndonesiayangterdiridari3bagian. 

a. RancanganIndonesiamerdeka. 
 

b. PembukaanUUD/PiagamJakarta(16Juli1945). 
 

c. UUDyangterdiridari42pasal. 
 

Setelahselesaimelaksanakantugasnya,makaBPUPKI 

dibubarkanlaludibentukPPKIolehPemerintahBalaTentaraJepang.PPKIbertugasmen

yiapkansegalasesuatuyangberhubungandengankemerdekaan Indonesia.

 MenurutrencanaPPKIyang diketuai Ir.Soekarno dengan wakilnya Drs. 

Moh.Hatta akan bekerja mulaitanggal9 Agustus 1945 dan tanggal 24 Agustus 

1945 

diharapkansudahdapatdisahkan.RencanatersebuttidakberjalankarenaJepangmen

dekatikekalahandan akhirnya menyerah kepada sekutu 

padatanggal14Agustus1945.PPKIdalamsidangnyatanggal18Agustus1945menetapk
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andan 

mengesahkanUUDyangrancangannyaberasaldarihasilkerjaPanitiaHukumDasarBPU

PKIdenganbeberapaperubahan. 

 
 

2. SuasanaKebatinanUUD1945 
 

Berbicaratentangsuasanakebatinanberartikitaingin 

mengetahuisuasanakejiwaanatauperasaan-

perasaanyangmeliputihatiparapendirinegara.Parapendirinegarayangdimaksudkan

ialahparaperancangUUD1945.Suasanakebatinanparapendirinegaraitudituangkan 

dalamPembukaan UUD 1945. Suasana kebatinanitu meliputiseluruhjiwadaripasal-

pasalUUD1945,yangdapatdisebutsebagaikonstitusipertama. 

UUD1945ataukonstitusi pertamaitujugadisebutdenganUUD 

ProklamasiatauKonstitusiProklamasi.Sebab,UUD1945dirumuskansebagai 

penjabaranlangsungdarinilai-nilaidancita-citaproklamasikemerdekaan 

RepublikIndonesia,tanggal17Agustus1945.Sebagaipenjabaran nilai-nilaidan  cita-

cita  proklamasi,  maka  UUD  1945mengandung jiwa,semangat,dan makna hakiki 

dari proklamasikemerdekaansepertiyangtelahdiuraikandiatas. 

PembukaanUUD1945dapatdikatakan mengandungsuasana kebatinan

 UUD1945.Suasanakebatinanitu dijelaskand a l a 

mPenjelasanUUD1945Proklamasisebelumdiamandemen.Meskipun penjelasanUUD 

1945saatinitelahdihapusdaris t r u k t u r  UUDN e g a r a  R I  1945( UUD 1945 

amandemen),tetapiadahalyang dapat dijadikan bahan kajian ilmiah. Hal itu ialah 

apa yang disebutdengan “pokok-pokokpikiran” PembukaanUUD 1945, 

yangtidaklainadalahsuasanakebatinanUUD1945itu.Suasanakebatinaniniharustetap

dipahamiagarkitatidakmenyimpangdarijiwaUUD1945ketikamenjabarkandanmelaks

anakannya. 

 
3.  Pokok-pokok pikiran dalam PembukaanUUD1945 

PokokpikiranPertama : 

negarapersatuan.Dalampokokpikiraninidijelaskan,bahwa 

“negara”melindungisegenapbangsaIndonesiadan seluruhtumpah 

darahIndonesia. Dengan berdasaratas persatuan, negara berkehendak 
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mewujudkankeadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia. 

Dalam  Pembukaan  UUD  1945  diterima  aliran  pengertian “negara 

persatuan”  yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan wilayah 

seluruhnya. Jadi, negaramengatasi segala paham golongan dan mengatasi 

segala  pahamperorangan.  Negara, menurutpengertiasn pembukaan itu, 

menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsaIndonesia seluruhnya. 

Dan setiap penyelenggara  Negara dan setiap warga  negara 

wajib mengutamakan kepentingan Negara. Inilah suatudasar negara 

yang tidak boleh dilupakan. 

Pokok pikiranKedua,adalah negara hendak mewujudkan keadilansosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pokokpikiraninipadaprinsipnyamenghendakiadanya persamaan hak dan 

kewajiban bagi setiap orang, serta pemerataan kesejahteraan 

danpenciptaan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa 

terkecuali.Kesejahteraandankeadilansosialharusbisadinikmatiolehseluruhraky

at,tanpamembeda-bedakangolongan,kedaerahan, 

ataupunalirankepercayaanyangdianutnya. 

Pokok pikiranKetiga :kedaulatan rakyat. Pokok pikiranyangketiga 

yangterkandungdalamPembukaanUUD 1945ialahnegarayang 

berkedaulatanrakyatberdasarkanataskerakyatandan permusyawaratan 

perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus 

berdasar atas kedaulatan rakyat dan 

berdasarataspermusyawaratanperwakilan.Hal  inimemang 

sesuaidengansifatmasyarakatIndonesia.Sebagaimana yang dinyatakan 

bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan 

UUD. 

Pokok pikiranKeempat :Ketuhanan YangMaha Esa menurutdasar  

kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab.  Pokok  pikiran  

inimengandungkonsekuensi,bahwaUUD1945 

bagiIndonesiamerdekaharusmengandung isiyang mewajibkan Pemerintah 

dan la in- la in penyelenggara negara, untukmemelihara budi pekerti 
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kemanusiaan danmenjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta 

memegangteguhcita-citamoralrakyatyangluhur. 

 

Berdasarkanpokok-pokokpikiranatausuasanakebatinanUUD1945  

itumaka dapat disimpulkan, bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan   

rangkaian  yang  tak  terpisahkan  dengan  Proklamasi Kemerdekaan   17  

Agustus  1945.  Proklamasi  adalah  pernyataan 

kemerdekaan,yaknimerupakanpemberitahuankepadaduniabahwa 

Indonesiatelahmerdeka.SedangkanPembukaanUUD1945adalah pernyataan

 kemerdekaan yang terperinci. Sebagaipernyataan 

kemerdekaanyangterperinci,makaPembukaanUUD1945memuat cita-

citaluhurProklamasikemerdekaan, pembentukan

 NegaraKesatuanRepublikIndonesia,dandasarnegara di atas mana 

negaratersebut akandidirikan. 

 
Apabilakitaperhatikandariaspekhistoris,prosesperumusandan  

pengesahan PancasilaDasar Negara tidak dapat dipisahkandengan 

prosesperumusandanpengesahanPembukaanUUD1945.Olehkarena 

itu,Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila merupakansatu kesatuan

 yangfundamental,mempunyai hubungan asasi.Meminjam 

istilahProf.Notonagoro, maka Pembukaan 

merupakan“Staatsfundamentalnorm” ataupokok kaidah negara

 yangfundamental.PembukaanUUD1945danPancasila,dirumuskanuntukmeny

ongsonglahirnyanegaraIndonesia. 

Prof.Notonagoro 

dalamPidatoPengukuhanDoktorHonorisCausauntukIr.SoekarnodiUGM,menya

mpaikan hal-hal sebagai berikutini : 

“Asas-asasyangterdapatdidalamPembukaanUUD1945yang 

termuatdalamkalimat keempat, apabila disusun dalam hubungan 

kesatuandantingkatkedudukandariunsuryangsatuterhadapunsuryang   lain,  

maka  merupakan  suatu  keseluruhan  yang  bertingkatsebagai berikut: 

a. PancasilamerupakanasaskerohanianNegara(filsafat,pendirian,danpandang



  

12 
 

anhidup); 

b. Di atas basis itu berdiri Negara, dengan asas politik Negara 
 

(kenegaraan)berupabentukRepublikyangberkedaulatanrakyat; 
 
c. Kedua-duanyamenjadibasis bagipenyelenggaraankemerdekaan 

kebangsaan Indonesia, yang tercantum dalam peraturan 

pokokhukumpositiftermuatdalamsuatuUndang-UndangDasar; 

d. SelanjutnyadiatasUndang-UndangDasarsebagaibasisberdiribentuk  

susunan pemerintahan dan seluruh peraturan 

hukumpositif,yangmencakup segenapbangsaIndonesia  dan seluruh 

tumpahdarahIndonesiadalamkesatuanpertalianhidupbersama, 

kekeluargaan,dangotong-royong; 

e. Segala sesuatu itu untuk mencapai tujuan bangsa 

Indonesiadenganbernegaraitu,ialahsingkatnyakebahagiaannasional(bagise

genap bangsa dan seluruh tumpah darah) dan 

internasional,baikrohanimaupunjasmani.” 

Darirangkaianprosespenyusunandasarnegaradan Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 menjadi nyata dan jelasbahwa berdirinya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia tidak 

dapatdilepaskandaridasarnegarayangdipersiapkandanPembukaanUUD1945  

sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci. Oleh karenaitu, 

PembukaanUUD1945bersifatmelekatdenganNKRIyangdilahirkan.Karena 

itu,sehubungandenganadanyaketentuanPasal37ayat(5)UUD 

1945,makaPembukaanUUD1945jugatidakdapatdiubah. 

 

4. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental 

Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia 

memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hokum Indonesia dan sebagai asas 

bagi hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis.Konsekuensinya 

adalah UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis memiliki dasar-dasar pokok, yang 

pada hakikatnya bersifat tidak tertulis dan terpisah dari UUD.Yang dimaksudkan 

dalam hal ini adalah Pembukaan UUD 1945 itu sendiri yang berkedudukan 
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sebagai Pokok-Pokok Kaidah Negara yang Fundamental 

(Staatsfundamentalnorm). 

Sebagai suatu pokok kaidah negara yang fundamental 

(staatfundamentalnorm) Pembukaan UUD 1945 telah memenuhi persyaratan 

sebagai berikut : 

a. Dari segi terjadinya : ditetapkan oleh pembentuk negara yang terjelma dalam 

suatu pernyataan lahir sebagai pernyataan kehendak pembentuk negara. 

b. Dari segi isinya : 

Dari segi isinya Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok Negara 

sebagai berikut : 

1). Memuat tujuan negara 

Pembukaan UUD 1945 memuat adanya tujuan negara sebagaimana 

tercantum pada alinea IV yang berbunyi antara lain : ……melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

……..dan seterusnya. 

2). Memuat ketentuan diadakannya UUD negara 

Pernyataan ini tersimpul dalam alinea IV pada kalimat yang berbunyi 

antara lain : “…….maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan 

Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia”  

3). Memuat bentuk Negara 

Pernyataan ini juga tersimpul di dalam alinea IV, khusunya pada kalimat 

“…….yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat ……dan seterusnya” 

4). Memuat dasar filsafat Negara (asas kerokhanian Negara)  

Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat “…….dengan berdasar kepada 

Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan 

Indonesia, ……..dan seterusnya” 

 

F. Konstitusiatau UUD YangPernahBerlaku DiIndonesia 
 

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yakni 



  

14 
 

sejakProklamasi17Agustus1945sampaisekarangIndonesiatelahmengalamibeber

apakalipergantianUndang-undangDasaratauKonstitusi yang digunakan sebagai 

hukum dasar dalam penyelenggaraan Negara 

Indonesia.SecaraformalIndonesiatelahmengalami4(empat)kali atau 

periodeberlakunyaKonstitusi atau Undang-

undangDasar.Secaramateriilada3(tiga)macam konstitusiatau Undang-

undangDasar yang pernahberlakudiIndonesia. 

Masaberlakunyakonstitusi-konstitusitersebutdiatassebagai berikut: 

1. Undang-undangDasarProklamasiyangdikenaldenganUUD1945Periode 

pertama. Masa berlakunya18 Agustus 1945 sampaidengan27Desember1949. 

2. KonstitusiRepublikIndonesiaSerikat.Masaberlakunya27Desember1949sampa

idengan17Agustus1950. 

3. Undang-undang DasarSementara 1950. Masa 

berlakunya17Agustus1950sampaidengan5Juli1959. 

4. Undang-undang Dasar1945Periode kedua. 

Masaberlakunya5Juli1959sampaidengantahun1998. 

5. Undang-

undangDasar1945HasilAmandemen.Masaberlakunyamulaitahun1999sampai

dengansekarang. 

 

Tabel3.1 

PerbandinganSistemKetatanegaraan 
antaraUUD1945,KonstitusiRIS,danUUDSementara1950 

 
 
No 

 
Aspek/Bidang 

 
UUD1945 

Proklamasi 

 
Konstitusi 

RIS 

 
UUDS1950 

 
UUD1945 

Amandeme
1 
2 
 

3 

Bentuknegara 
Bentuk 

pemerintahanSis
tem 

pemerintahan 

negara 

Kesatuan 

Republik 

 

Presidensial 

Serikat 

Republik 

 

Parlementer 

Kesatuan 

Republik 

 

Parlementer 

Kesatuan 

Republik 

 

Presidensial 

 

 

1. Undang-undangDasar1945PeriodePertama 
 

Undang-undangDasar1945merupakanUUDyangpertamakaliberlaku  



  

15 
 

di NegaraKesatuan Republik Indonesia. Undang-undang 

Dasar negara yang berlangsung antara 18 Agustus 1945 sampaidengan  27 

Desember 1949 sering disebut UUD Proklamasi dandikenal dengannama 

UUD 1945. Undang-undang Dasar tersebuthanya merupakansebagiandari 

hukum dasarnyanegara yaknihukumdasaryangtertulis. 

Undang-undangDasar1945tersebut 

diberlakukanmelaluisidangPPKIpertama yaitu 

tanggal18Agustus1945.RancanganUUD1945 tersebutmerupakan hasil kerja 

lembaga BPUPKI. Naskah resmiUUD1945itudimuatdi dalamberitaRItahun 

II No7tahun1946.KeseluruhannaskahUUD 1945terdiriatas 

Pembukaan,BatangtubuhUUD1945danPenjelasan.UUD1945dimaksudkan  

bersifat  sementara , hanya untuk  memenuhi  berdirinya   

negaraproklamasi.SebagaimanadikatakanolehIr.SoekarnoselakuKetuaP P K I  

s e k a l i gu s  s e b a ga i  k e tu a  Panitiaperancangb a h w a  “ UUDy a n g  

d i t e t a p k a n  

tanggal18Agustus1945adalahsebagaiUUDyangbersifatsementara. 

Secara formal UUD 1945 ditetapkan berlaku dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara,n a m u n  d a l a m  p r a k t i k n y a  belumdapat  

dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya.Hal  itu  dikarenakanantara lain : a) 

Segenapwaktu, tenaga dan biaya yang ada 

dayadicurahkandalamrangka membeladanmempertahankan kemerdekaan 

yang baru sajadiproklamasikan. Hal itu dilakukan mengingatpihak  kolonial  

Belanda dengan memboncengtentara sekutu masih ingin kembali 

menjajah Indonesia sebagai bekas jajahannya yang telahmerdeka; b) 

Adanya pertentangan politik dan ideologi di intern atau dalam negara 

sendiria nta r  k e lo m pok  ma upun pr i ba d i  

yangbermuarapadagerakan 

ataupemberontakanyanghendakmerobeknegarakesatuanRIyangberdasark

anPancasila,antaralain: 

a. pemberontakanPKItahun1948olehkelompok revolusioneryang 

menghendakibentukdansistemkenegaraanmendasarkanpadaideolo
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gikomunis;serta 

b. pemberontakanDI/TIIolehkelompokrevolusioneryang menghendaki 

bentukdansistemketatanegaraanyang 

mendasarkanpadaagamatertentusebagaiideologinya. 

Masainidapatdikatakanmasapancarobayangsegaladana,daya,pote

nsi,danperhatianbangsadicurahkanuntukmemenangkanperang 

kemerdekaan. Dengan adanya pemusatan perhatian untukperang  

kemerdekaan itu berpengaruh besar terhadap terciptanyasituasi 

nasionalyang sesuai harapan bangsa dan negara. Adapun 

situasidankondisiyangterjadiantaralainberikutini : 

a. Sistem pemerintahan dan kelembagaan negara yang ditentukandalam  

Undang-undang Dasar 1945 belum dapat dilaksanakansepenuhnya. 

b. LembagaMPRdanDPRbelumsempatdibentuk. 
 
c. AturanperalihanPasalIV yangmenyatakan,“SebelumMajelis 

Permusyawaratan Rakyat,DewanPerwakilanRakyatdanDewan 

PertimbanganAgungdibentukmenurutUndang-

undangDasarini,segalakekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan 

bantuansebuahkomitenasional”,terusdiberlakukan. 

BerlakunyaPasal IV AturanPeralihan UUD 1945yang 

berkepanjanganberpengaruhnegatifterhadappelaksanaanUUD1945. 

Melalui pasal IV AP tersebut 

memberikankekuasaanyangsangatbesarkepadaPresidendemistabilitaspel

aksanaanfungsinegaradan fungsi revolusi. Hal ini menyebabkan adanya 

angapan dari dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara 

totaliter.S e l a i n  i t u  a d a n y a  k e s e n j a n g a n  a n t a r  l e m b a g a  

n e g a r a . K e k u a s a a n  P r e s i d e n  s a n g a t  b e s a r  d a n  l u a r  

b i a s a .  K a r e n a  d e n g a n  d i b e r i k a n  k e k u a s a a n  s e p e r t i  

y a n g  d i a t u r  p a d a  p a s a l  I V  A P  i niberarti roda pemerintahan 

sangat bergantungkepada Presiden, sedangkan lembaga-

lembagalainnya kurangberperan, karena semua lembaga yang telah 

ada hanya 
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sebagaipembantuPresiden.Dalamkondisisemacaminimenimbulkanbanyak

permasalahanpemerintahanyangtidakterselesaikanberdasarkanUUD1945. 

Untuk menghilangkan anggapan dunia dan mengatasi  

permasalahan pemerintahan tersebut, maka pemerintah mengambil 

kebijakan-kebijakansebagai berikut, antara lain : 

1) Tanggal  16  Oktober 1945  Wakil Presiden  atas usul KNIP 

mengumumkanMaklumatWakilPresidenNo.Xuntukmembatasi kekuasaan Presiden yang sa

sebagaipembantuPresidenberubahmenjadibadanyangdiserahikekuasaan 

legislatif dan ikut menetapkan GBHN. 

2) 

Tanggal3November1945dikeluarkanmaklumatpemerintah,yaknitentangP

embentukanPartai Politik sebagai sarana demokrasi.Hal ini dilakukan 

untuk memberi tahukan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara 

demokrasi bukan negara totaliter sebagaimana yang dikesankan dunia 

selama ini.Dengan dikeluarkan maklumat pemerintah tanggal 3 

November 1945 tersebut memberikan kebebasan kepada masyarakat 

membentukpartai-partaipolitikditanahair,sehinggalahirlahsistem  

multipartai. 

Demokrasiyang diterapkandi Indonesiaadalah demokrasi 

Pancasilayangartinyasistempemerintahannyaberdasarkannilai-

nilaifilsafatyangterkandungdalamPancasila. 

3) Tanggal 14November 1945 keluarlah maklumat pemerintah yang 

mengaturbahwa perdana menteri bersama-sama dengan menteri-

menterinya harus bertanggung jawab kepada KNIP yang tugas sehari-

harinya dilaksanakan oleh BP KNIP. Hal ini mengandung arti bahwa 

adanya perubahan dalam sistem pemerintahan.Semula sebelum 

keluarnya maklumat pemerintah 14 November 1945 sistem 

pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensiil, kemudian 

berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. 

Sejak awal berdirinya negara Indonesia,  sistem pemerintahan yang 

dianut adalah sistem presidensiil. Sistem Kabinet presidensiil adalah suatu 
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sistem pemeintahan di mana kedudukan s e o r a n g Presiden selainsebagai 

kepalanegara jugasebagaikepalapemerintahan.Sebagai kepala 

pemerintahan, seorang Presidendalam menjalankan tugasnyadibantu   

para  menteri  yang   diangkat  dan diberhentikan  oleh Presiden. Oleh 

karenaitu, para menteri dalam menjalankantugasharustunduk dan 

bertanggungjawabkepadaPresiden.Sistemini dinamakansistem 

pemerintahan presidensil atau sistem kabinet 

Presidensil.Namundemikian,sejakdikeluarkannya maklumat pemerintah 

tanggal 14 November  1945, sistem  pemerintahan presidensil diubah 

menjadi sistem pemerintahan parlementer. 

Dalamsistemparlementer,kekuasaanpemerintahandipegang oleh  

seorang perdana  menteridan/atau  para  menteri.  Dalammenjalankan  

tugasnya  menurut  UUD  1945  para  menteri  harusdipertanggung 

jawabkankepadaKNIPyangberfungsisebagaiDPRataupemegangkekuasaanlegi

slatif.DalamsisteminiPresidentidak lagi menjadikepalapemerintahan.  Para  

menteri  pun  tidak  lagi 

bertanggungjawabkepadapresidensebagaimanaketentuanpasal17UUD1945. 

 
Situasi dan kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan  

berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan makin 

meningkatnyaketidakstabilandibidangpolitik,ekonomi,pemerintahan,dankea

manan.Tetapiberkatkebulatantekadseluruhrakyatwaktuitu,yang 

terusberjuang menegakkan kemerdekaan, akhirnya 

bangsaIndonesiadapatberhasilmempertahankankemerdekaannya. 

 
 

2. KonstitusiRepublikIndonesiaSerikat(RIS) 
 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)merupakan 

konstitusiyangkeduadanberlakusejak27Desember1949sampaitanggal17Agu

stus1950,dalamjangkawaktukuranglebihdelapanbulan. 

 
Sejak awal kemerdekaan Indonesia, sengketa antara Indonesia dan 

Belanda terus berlangsung.Hal ini dikarenakan oleh adanya keinginanan 
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dari pihak Belanda menjajah kembali Indonesia.Dengan membonceng 

tentara sekutu dan melalui ageresi meliter yang dilakukan pihak Belanda 

menjadi bukti sejarah.Sementara di sisi lain bangsa Indonesia sudah 

sepakat dan bertekad bulat “sekali merdeka tetap meredeka”.  

Pertempuran terus terjadi di mana-mana. Hal 

iniakhirnyamengundang keterlibatan PBBuntuk  ikut serta menyelesaikan 

persengketaan  yang terjadi. Melalui sebuah konpernsi atau perundingan 

yang dikenal dengan Konperensi Meja Bundar (KMB) berlangsung diDen 

Haag t a n g g a l  23Agustus 1949 sampai tanggal 2 Nopember 1949.Pada 

koperensi tersebut Indonesiadengan terpaksaharus menerimai s i  

p e r ja n j i a n  K M B .  A da p u n  i s i ny a  a d a  tiga buahpersetujuan pokok, 

sebagai berikutini : 

a. Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat yang tidak sesuaidengan 

cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945.Karena

 yangdikehendaki bangsa Indonesia adalah kehidupan 

yangberkebangsaanIndonesia dalam  wadah kesatuan RI 

yangmerdeka,bersatu,berdaulat,adil dan

 makmurberdasarkanPancasiladanUUD1945. 

b. BerdasarkanKonstitusiRISNegaraKesatuanRepublikIndonesia 

terpaksaberubahmenjadinegaraRepublikIndonesiaSerikat. 

c. DidirikanUni-

NetherlandmerupakanpersetujuanpemerintahBelandadanpemerintah

RepublikIndonesiaSerikat. 

DenganterbentuknyaNegaraRepublikIndonesiaSerikat,makasejak 

tanggal27Desember1949berlakuKonstitusiRepublik Indonesia Serikat. UUD 

1945 tidak berlaku sebagai UUD NegaraFederal  melainkan  hanya  berlaku 

sebagai UUD  Negara  BagianRepublik  Indonesia yang berpusat di 

Yogyakarta, dalam 

rangkapemberlakuanKonstitusiRepublikIndonesiaSerikat(RIS). 

NegaraKesatuanRepublikIndonesiamenjadiNegaraFederasi Republik 

IndonesiaSerikat (RIS). Berdasarkan KonstitusiRIS Ir. 
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SoekarnoditetapkansebagaiPresiden.Undang-UndangDasar1945hanya 

berlakudiNegaraRepublikIndonesiasebagainegarabagian,yang 

meliputisebagian pulau Jawa dan Sumatra dengan ibukotaYogyakarta. 

SistemketatanegaraanmenurutkonstitusiRIS,bahwanegara 

federasimerupakan penggabungan dari beberapa negara bagiantanpa  

menghapuskan ciri-ciri khas masing-masing negara 

bagian.Contohnya,negarakesatuanRIyangberibukotadiYogyakartadanmerup

akannegarabagiandarifederasiRIS,sistempemerintahannya masih 

berdasarkan padaUUD 1945 untuk kepentingan ke dalam. 

SedanguntukkepentingankeluarberdasarkankonstitusiRIS.Dalamhalsistempe

merintahanmenurutkonstitusiRISpadanegarafederasi 

Presidensebagaipemegangkekuasaaneksekutifdanparlemenatau 
 
DPRsebagaipemegangkekuasaanlegislatif. 
 

MenurutKonstitusiRIS,Presidendalam menjalankantugas 

pemerintahanharusbertanggungjawabkepadaparlemen,sehinggasistempe

merintahannyadinamakansistempemerintahanparlementer.Adapunwilaya

hRepublikIndonesiaSerikatterdiriatasdaerah-daerahberikutini. 

Negarabagianyang terdiri:RepublikIndonesia,Negara Indonesia Timur, 

Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara 

Madura,NegaraSumatraTimur,danNegaraSumatraSelatan. 

Satuan-satuan kenegaraan yang  tegak sendiri  terdiri  atas: Jawa 

Tengah,Bangka,Belitung,Riau,KalimantanBarat,DayakBesar,DaerahBanjar,K

alimantanTenggara,danKalimantanTimur. 

Daerah-daerahselebihnyayangbukandaerahbagian. 

Konstitusi RIS ini juga masih bersifat sementara, walaupun namanya tidak 

disebutkan sementara. Hal initampak dari amanat 

konstitusiagarmembentukkonstituante(badanpembentukUUD)yang 

bersama-samadenganpemerintahsecepatnyamenetapkankonstitusi 

RIS(Pasal186KonstitusiRIS). 

Bentuk susunanfederasi (serikat) nampaknya bukan bentuk 

susunanyangdikehendakiolehrakyat.Haliniterbuktidenganadanyatuntutan  
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dari berbagai daerah untuk bergabung dengan NegaraRepublik  

Indonesia(RI Yogyakarta) yang tetap memperjuangkanterbentuknya   

Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimanadicita-citakan  

sejak17Agustus1945.Penggabungan-penggabungan 

semacamitumemangdimungkinkandandiaturdalamKonstitusiRIS 

(Pasal44).Sehingga sampaibulanMei1950,RIS hanyatinggal3 

negarabagiansaja,yaitu:RI,NegaraIndonesiaTimur,danNegaraSumatraTimur

. 

Untukmenyelesaikanmasalah tersebut,padaakhirnya 

diadakanpersetujuanantaraPemerintahRIS(yangmewakiliNegaraIndonesia 

Timur dan Negara Sumatra Timur) dengan 

PemerintahRepublikIndonesia.Persetujuan ituditandatangani 

padatanggal19Mei1950.Dalampiagampersetujuan itu, kedua belah

 pihak bersepakat   untuk  melaksanakan  negara  kesatuan  dengan  

cara mengubahKonstitusiRISmenjadiUndang-UndangDasarSementara. 

Untukmewujudkanpersetujuanitu,dibentuklahpanitiabersamaRIS 

danRI.PanitiainibertugasmenyusunRancanganUUDNegaraKesatuanRepublikIn

donesia.HasilkerjapanitiayangdiketuaiolehMr.SoepomodariRISdanA.Halimdar

iRepublikIndonesia,diterimabaik 

olehRISmaupunRI,sehinggadenganUUFederalNo.7Tahun1950, ditetapkanlah  

perubahanKonstitusi  RIS  menjadi  Undang-

UndangDasarSementara(UUDS).Undang-

undangNo.7Tahun1950menetapkanbahwaUUDSsebagaiperubahandariKonsti

tusiRISmulaiberlakusejaktanggal17Agustus1950.Jadi,NegaraKesatuanRepubli

kIndonesia(NKRI)yang berdasarUUDS1950inimulaisejak17Agustus1950. 

 
 

3. Undang-undangDasarSementara1950 (UUDS’50) 
 

NegaraFederalRepublikIndonesiaSerikattidakdapatbertahanlama.Berk

atkesadaranparapemimpin-

pemimpinRepublikIndonesiaSerikat,dengandipeloporiolehpemimpin-

pemimpinyangrepublikan,pada tanggal17 Agustus 1950 susunan negara 
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Federal Republik 

IndonesiaSerikatberubahkembalimenjadisusunannegarakesatuanRepublik 

Indonesia.Tetapi masihmenggunakan Undang-

UndangDasaryanglaindariUndang-UndangDasar1945,yaitumenggunakan 

Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia tahun 

1950(UUDS1950).MenurutUndang-undangDasarinisistempemerintah 

yangdianutadalahsistempemerintahanparlementer. 

Sesuaidengannamanya,UUDSadalahbersifatsementara.Halini sesuai 

dengan ketentuan pasal 134, dimana ditentukan bahwa 

konstituante(SidangPembuatUUD) bersama-sama

 denganpemerintahselekas-lekasnyamenetapkan UUD RI

 yangakan mengantikan UUDSini. 

Konstituante  sebagimana dimaksud pasal 134 ini berhasil dibentuk 

berdasarkan hasil pemilihan umum yang diselenggarakanpada   bulan  

Desember  1955.  Pemilihan  umum  ini  

dilaksanakanberdasarUUNo.7Tahun1953.Konstituantehasilpemilihanumumin

idiresmikanpada10November1956diBandung. 

Konstituanteyangtelah diresmikaninibekerjauntuk 

menetapkanUUDsebagaipenggantiUUDS.Namundemikian,setelahbekerja 

kuranglebihduasetengahtahun,ternyatabelumpuladapatmenyelesaikan 

sebahUUD.Perbedaan pendapat  dari partai-partai yang ada 

 dalamkonstituante  sangat tajam. Sementara itu, pertentangan  

pendapat  diantarapartai-partai politik tidak hanya didalam

 badankonstituante,didalamDPR,dan Badan-

badanPerwakilanlainnya,tetapijuga didalamBadan-badanPemerintahan. 

Untukmengatasipersoalantersebutmakakesalahan ditimpakan 

pada  sistem  ketatanegaraan  yakni  sistem  demokrasiliberal.  Sistem 

demokrasiliberal yaitu sistem pemerintahan 

yangcenderungdapatmemberikanperlindunganpadakepentinganindividuatau

kelompokterutamakaumliberal.Olehkarenaitu,kabinetkaryadalam 

sidangnyatanggal 19 Pebruari 1959 mengambil keputusan untuk kembali ke 



  

23 
 

UUD1945. Dalam rangkamelaksanakan ide 

demokrasiterpimpin,yaitusistempemerintahanyangmemungkinkan 

munculnya pemerintahan otoriter.Keputusan ini berdasar asumsibahwa UUD 

1945 cukup demokratis,sesuai dengan kepribadian 

bangsaIndonesia,danlebihmenjaminpemerintahyangstabilsetiap5tahunkede

pan. 

Dalam  sidang  pleno  konstituante  tanggal  22  April  1959, Presiden 

Soekarno, atas nama pemerintah, berpidato yang 

berisianjurankepadakonstituanteuntukmenerimaberlakunyakembaliUUD1945,se

bagaimanadimaksudKeputusanDewanMenteri19Pebruari1959.Untukmenanggga

pianjuranpemerintahtersebut,konstituante 

kemudianmengadakansidanguntukmenentukansikap. 

Setelah melaluiberbagai macam pandangan umum, maka akhirnya 

diadakanlahpemungutan suara mengenai penerimaan kembali 

UUD1945.Namunbegitu,darihasilpemungutansuarayang 

dilaksanakansampai3kali,yaitupada30Mei1959,1Juni1959,dan2Juni1959,ternyata

tidakdapatmenghasilkansuarayangdiperlukan,yaitu diterima dengan sekurang-

kurangnya dua pertiga dari 

jumlahsuaraanggotayanghadir(pasal137ayat2UUDS).Keadaanitulahyangkemudia

nmendorongPresidenSoekarnountuk mengeluarkandekrit, yang kemudian 

dikenal dengan DekritPresiden5Juli1959.DekritPresidentersebutmemutuskan: 

a. menetapkanpembubaran konstituante; 
 

b. menetapkan UUD 1945 berlakulagi bagisegenapbangsa 

Indonesiadanseluruh tumpahdarah Indonesia,dantidak 

berlakunyalagiUUDS;serta 

c. pembentukan Majelis

 PermusyawaratanRakyatSementara(MPRS)danDewanPertimbanganAgung

Sementara(DPAS). 

 
PemberlakuankembaliUUD1945berdasarDekritPresiden5 

 
Juli1959ituternyataditerimaolehseluruhrakyatIndonesia.BahkanDPR 

hasilPemilu1959,dalamsidangnyapada22Juli1959,secara 
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aklamasimenerimadanbersediauntukbekerjaatasdasarUUD1945. 

Dekrit itu diumumkan oleh Presiden dari Istana Merdeka di 

hadapanrakyatpada tanggal5 Juli  1959, pada hari Minggu pukul17.00. Dekrit 

tersebut termuat dalam Keputusan Presiden No 150tahun  1959  dan  

diumumkan   dalam  Lembaran  Negara  RepublikIndonesiaNo75 tahun 1959. 

Dengan demikian berlakulah 

kembaliUUD1945dalamkurunwaktusejak5Juli1959sampaitahun1998, 

sebelumakhirnyadiamandemendierareformasi. 

 

4. Undang-undangDasar1945PeriodeKedua 
 

a).MasaOrdeLama(5Juli1959-11Maret1966) 
 

DengandiumumkannyaDekritPresiden5Juli1959,UUD1945 berlaku  

kembalidalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  yang demokrasi.

 Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang 

konstitusional. 

DemokrasiKonstitusionalmerupakandemokrasiyangmencita-citakan 

tercapainyapemerintahan yang kekuasaannyadibatasi  olehkonstitusi. 

Demokrasi inidicirikan oleh adanya pemerintahan 

yangkekuasaannyadibatasiolehkonstitusi(UUD)dantunduksepenuhnyapadah

ukumdasar. 

Dalamdemokrasiyang konstitusional,penyelesaian perselisihan 

dimungkinkan dicapai dengancara damai dan 

melembaga.Kalaupunadaperubahanpolitik,halitudapatdilakukansecara 

damai.Pergantianpimpinanterlaksana secara teratur. 

Kekerasandanpaksaandalampolitikdiminimisasi.Keanekaragamandalam

 masyarakat dipandangajar,yangtercermin dalam 

keanekaragamanpendapatmasyarakat. 

SetelahUUD1945kembalidiberlakukanmelaluiDekritPresiden 
 

5  Juli 1959, rakyat Indonesia menaruh harapan akan kehidupan 

ketatanegaraan yang   stabil  dan  pemerintahan  presidensial  yang 

demokratis.  Sehingga dapatkembali berfungsinya semua alat-alat 
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perlengkapannegarasebagaiperwujudankehendakrakyat.Namun, 

kenyataanberkehendak lain.Kondisiketatanegaraandemokratisyang 

diharapkanseluruhrakyatIndonesiajustrumenjadipemerintahanyang otoriter.

 Pemerintahan otoritertersebutterwujuddalamsistem 

pemerintahanDemokrasiTerpimpin. 

PenerapanDemokrasi Terpimpin menyebabkanpenyimpangan- 

penyimpangan terhadapPancasila dan UUD 1945. Penyimpangan 

tersebutdiantaranyaadalahsebagaiberikutini. 

1) Penyimpangan ideologis, yakni konsepsi Pancasila

 berubah menjadikonsepsiNasakom(Nasionalis,Agama,danKomunis). 

2)  Pelaksnaaan demokrasi terpimpin cenderung bergeser menjadi 

pemusatan kekuasaan pada Presiden/Pemimpin Besar 

RevolusidenganwewenangmelebihiyangditentukanolehUUD1945. 

3) MPRSmelaluiKetetapanMPRSNo.III/MPRS/1963, mengangkatIr. 

SoekarnosebagaiPresidenseumurhidup. 

4) Pada 1960, DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh 

presidenkarenaRAPBNyangdiajukanpemerintahtidakdisetujuiolehDPR.Kemu

diandibentukDPRGotong-royongtanpamelaluiPemilu. 

5)  Hak budgetDPR tidak berjalan pada tahun 1960karena 

pemerintah  tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan 

dariDPRsebelumberlakunyatahunanggaranyang bersangkutan. 

6) Pemimpin lembaga tertinggi (MPRS) dan lembaga tinggi (DPR)negara 

dijadikan  menteri negara, yangberartiberfungsi sebagaipembantupresiden. 

Kesemuaitumerupakancatatandanpengalamankhususbagi bangsa 

IndonesiaterhadappelaksanaanUUD1945.Penyimpangan- 

penyimpangantersebutbukansajamengakibatkantidakberjalannyasistem

 yang ditetapkan dalam UUD 1945 melainkan juga 

mengakibatkan memburuknya keadaan politik dan keamanan serta 

terjadinya  kemerosotan  di bidang ekonomi. Keadaan itumencapai 

puncaknyadenganterjadinyapemberontakanG-30-S/PKI. 

Dalam  sejarah  kemerdekaan  Indonesia  PKI telah  3  kali 
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mengkhianati   negara  dan  bangsa  Indonesia  dengan  melakukan 

pemberontakan dengan tujuan mengubah dasar negara Pancasiladengan 

dasar negara lain. Dalam rangkamengatasi keadaan ituPresiden  

mengeluarkan  surat  perintah  kepada  Letnan  

JenderalSoehartoselakuPanglimaAngkatanDaratuntukmengambillangkah- 

langkahyangdiperlukan.Karenasuratperintahitudikeluarkanpadatanggal11M

aret1966disebutlanSuratPerintah11Maret1966,yang disingkatSupersemar. 

 
 

b).MasaOrdeBaru(11Maret1966–21Mei1998) 
 

Denganberlandaskansuratperintah11MaretLetnanJenderal Soeharto 

mengeluarkankeputusan atas nama Presiden 

pimpinanbesarrevolusimembubarkanPKIdanormas-

ormasnya.KeputusaninidisambutolehseluruhrakyatIndonesia.Karenaitu,11M

aret  1966 oleh rakyat dianggapsebagai lahirnya orde baru yaitu orde 

atautatanan kehidupanmasyarakat,bangsa, dan negara atas 

dasarpelaksanaanPancasiladanUUD1945secaramurnidankonsekuen. 

Ordebarujugadisebutordepembangunankarenaordebarubertekad 

melaksanakan  pembangunan   nasional  sebagai  perjuangan  

untukmengisikemerdekaan. 

Ordebaru telahberhasilmenyalurkanaspirasirakyat dalam 

mengadakan koreksiterhadap penyimpangan-penyimpangan 

padajamanordelamadanmenggariskanpembaharuandengancarayangkonstitu

sionalyaitumelaluisidang-

sidangMPRS,yaitusepertiSidangUmumMPRSIVTahun1966,SidangIstimewaM

PRStahun1967,dan SidangUmumMPRSVtahun1968. 

Sejumlah ketetapan MPRS yang bersifat prinsipiiltelah 

dihasilkandalamSidangUmumMPRSIVtahun1966,antaralain: 

1) TapMPRSNo.IX/MPRS/1966,yangmenyatakanbahwasebelumMPR 

hasilpemilihanumumterbentuk,MPRSberkedudukandanberfungsisebagai 

MPR serta semua lembaga-lembaga negaradidudukkan kembali 

padaposisidanfungsisesuaiUUD1945. 
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2) TapMPRSNo.XI/MPRS/1966, 

yangmenentukanbahwaPemiluyangbersifatlangsung,umum,bebasdanra

hasiadiselenggarakan selambat-lambatnyapadatanggal5Juli1968. 

3) Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966, mengenaiPembaharuan 

KebijaksanaanLandasanEkonomiKeuangandanpembangunan. 

4) TapMPRSNo.XVIII/MPRS/1966, 

yangdenganpermintaanmaafmenarikkembalipengangkatanPemimpinBe

sarRevolusimenjadiPresidenseumurhidup. 

5)  Tap  MPRS   No.  XXII/MPRS/1966,  mengenai  Penyerdehanaan 

kepartaian,keormasandankekaryaan. 

6) Tap MPRSNo. XXV/MPRS/1966, tentangPembubaran Partai 

Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai  OrganisasiTerlarang 

diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan larangan 

setiapkegiatan untukmenyebarkan atau mengembangkan faham 

atau ajaran  Komunisme/Marxisme-Leninisme (semacam  

pengukuhankeputusan PengembanSupersemar). 

Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mulai 

mengalamikrisis yang bersifat multi dimensi. Krisis 

inimengakibatkan makinmenurunnya   kinerja  pemerintahan.  

Krisis  terus  berlangsung  dan memuncak  padatuntutan  agar  

Presiden  Soeharto  mundur  dari 

jabatan.PresidenSoehartoturundarijabatankepresidenantepatpada

tanggal21Mei1998danselanjutnyadigantiolehPresidenHabibie.Mes

kipunpemerintahansudahdigantitetapikepercayaanmasyarakat 

kepadapemerintahsemakinmenurun.Maka,MPRmenggelarsidang 

istimewapadaBulanNovember1998,yangmenghasilkanbeberapaKet

etapanMPR,sebagaiberikutini :  

1) Ketetapan  MPRRI  No.  VIII/MPR/1998,  tentang  Pencabutan 

Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik 

IndonesiaNo.IV/MPR/1993tentangReferendum. 

2) Ketetapan MPRRI No. XI/MPR/1998, 
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tentangPenyelenggaraanNegarayangBersihdanBebasKorupsi,Kolusi,

danNepotisme. 

3) 

KetetapanMPRRINo.XIII/MPR/1998,tentangPembatasanMasaJabata

nPresidendanWakilPresidenRepublikIndonesia. 

4) Ketetapan MPRRINo.XV/MPR/1998, tentangPenyelenggaraan 

OtonomiDaerah;PengaturandanPembagian,danPemanfaatanSumber  

Daya Nasional yang Berkeadilan; serta 

PerimbanganKeuanganPusatdanDaerahdalamKerangkaNegaraKesat

uanRepublikIndonesia. 

 
5) KetetapanMPRRINo.XVI/MPR/1998,tentangHakAsasiManusia. 
 
6) Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998,  tentang 

PencabutanKetetapanMPRRINo.II/MPR/1978tentangPedoman 

PenghayatandanPengamalanPancasila (Ekaprasetya 

Pancakarsa)danPenetapantentangPenegasanPancasilasebagaiDasar

Negara. 

 
c).MasaReformasi(Mulai21Mei1998–Sekarang) 

 
Peristiwasejarahtanggal21Mei1998,yaituketika  

PresidenSoehartomenyatakanberhentidarijabatannya 

setelahterjadiunjukrasa besar-besaran, merupakan awal  dari  era 

reformasi. Reformasiyang dimotorimahasiswadan pemudaitu

 menuntut adanya perubahan-perubahan, diantaranya

 perubahankonstitusi yang dipandang 

belumcukupmemuatlandasanbagikehidupandemokratis, 

pemberdayaanrakyat,danpenghormatanHAM.Olehsebabitu,UUD1945perl

udiubahuntukdisesuaikandengantuntutanperkembangan, 

kebutuhanmasyarakat,sertaperubahanzaman. 

Tuntutan reformasi total yang dilontarkan

 masyarakat, 

khususnyamahasiswamenjelanglengsernyaPresidenSoehartoadaenamhal, 

antara lain : 
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1) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
 

Tahun1945. 
 

2) PenghapusandoktrindwifungsiABRI. 
 

3) 

Penegakansupremasihukum,penghormatanhakasasimanusia,sertap

emberantasankorupsi,kolusidannepotisme(KKN). 

4) 

Desentralisasidanhubunganyangadilantaraousatdandaerahatauoto

nomidaerah. 

5) Mewujudkankebebasanpers. 
 

6) Mewujudkankehidupandemokrasi. 
 

Tuntutanamandemen UUD1945terusberkembang.Komponen 

masyarakat, yangdipelopori mahasiswa, pers, dan LSM secara konsisten

 menuntut diagendakannya amandemen UUD 1945. 

Pemerintah barudidukungolehrealitas 

politikdiparlemenmaupunpartaipolitikpunmendorongdilakukannyaamande

menterhadapUUD1945.Selanjutnyatuntutanyangdisertaiberbagaimasukan

tersebut ditampungdandirumuskanolehwakil-

wakilrakyatyangadadidalamMPR. 

LangkahawalyangdilakukanMPRdalamprosesAmandemen 

UUD1945sebagaiberikut. 

 
1) MPR memutuskan untuk mencabut Ketetapan

 MPRNomor IV/MPR/1983 tentang 

Referendum.DalamKetetapanMPRNomor IV/MPR/1983 

tersebutditegaskan bahwa MPRberketetapanuntuk mempertahankan  

UUD  1945, tidak berkehendak dan tidak akan 

melakukanperubahanterhadapnya,sertaakanmelaksanakannyasecara 

murnidankonsekuen.NamunapabilaMPRberkehendakuntukmengubah 

UUD 1945, maka terlebih dahulu MPR harusmeminta  pendapat rakyat   

melalui  Referendum.  Karena  

itulahsebelummelakukanperubahanterhadapUUD1945,MPRterlebihda
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hulu mencabutKetetapan MPR NomorIV/MPR/1983 

tersebut,agarprosesperubahanUUD1945menjadilebihmudah. 

2)  MPRmengeluarkanKetetapanMPRNomorXIII/MPR/1998tentang 

PembatasanMasaJabatanPresidendanWakilPresidenRepublik 

Indonesia. Ketentuan Pasal 1 Ketetapan tersebut menyatakan 

“Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegangjabatan 

selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilihkembali 

dalamjabatan yang sama, hanya untuk satu kali masajabatan.” 

 

MPR mengeluarkanKetetapan MPR nomor XVII/MPR/1998 

tentangHakAsasiManusia.SelanjutnyapelaksanaanperubahanUUD1945

dilakukanolehMPRmelaluiempatkalipersidangandalamkurunwaktu 

empattahun,yaitudaritahun1999sampaidengantahun2002. 

 
5. AmandemenUUD1945 
 

Undang-undangDasarmerupakansuatudokumennegarayang dinamisdan 

menjadiukuran penyelenggaraan negara itu sendiri. Undang-

UndangDasar1945padaperkembanganhidupbangsadan 

tantanganhidup,awalabadXXIdirasabelumcukupmenjadilandasanbagi kehidupan

 yang demokratis,pemberdayaan rakyat, dan penghormatanHAM.

 Selainitudidalamnyamasihterdapatpasal-pasal  yangmenimbulkan multitafsir 

dan membuka peluang 

bagipenyelenggarayangotoriter,sentralistik,tertutup,danKKNyangdapat 

menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional di berbagai bidangkehidupan. 

Ni’matul Huda dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara 

Indonesia mengatakan bahwa MPR melakukan amandemen UUD 1945 karena 

beberapa alasan, antara lain : 

1). Alasan filosofis 

UUD 1945 disusun dan dirancang oleh BPUPKI. Sebagai manusia biasa anggota 

BPUPKI tidak akan pernah sampai ke tingkat kesempurnaan. Oleh 

karenanya UUD 1945 yang dihasilkan tetap memiliki berbagai kelemahan 

maupun kekurangan. 
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2) Alasan historis 

Sejak semula pembuatannya UUD 1945 dimaksudkan bersifat 

sementara, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ir. Soekarno sebagai ketua 

PPKI dalam rapat pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, yang mengatakan 

sebagai berikut : 

“….tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa Undang Undang 

Dasar yang kita buat sekarang ini adalah Undang Undang Dasar 

Sementara. Kalau boleh saya memakai perkatakaan “ini adalah 

Undang Undang Dasar kilat”, nanti kalau kita telah bernegara dalam 

suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan 

kembali MPR yang dapat membuat Undang Undang Dasar yang lebih 

lengkap dan lebih sempurna…” (dalam Huda, 2005 :139).  

3) Alasan yuridis 

     Secara yuridis para perumus UUD 1945 telah begitu arif 

menunjukkan kepada kita dengan mencantumkan cara perubahan UUD 

1945 dalam pasa 37. Para penyusun UUD 1945 nampaknya sangat sadar 

akan perubahan yang terus terjadi. Apa yang disusun dalam UUD 1945 tidak 

lupt akan aus termakan masa. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan-

pembaharuan sesuai dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan 

Negara.Dalam hal inilah perumus UUD 1945 membuat pasal perubahan 

yang ditetapkan dalam pasal 37. 

 

4) Alasan substantif 

Adapun kelemahan dalam hal isinya, antara lain : (a) kekuasaan 

eksekutif terlalu dominan tanpa disertai dengan check and balances yang 

memadai (disebut –eksekutif heavy), (b) rumusan kalimat pada pasal-pasal 

UUD 1945 sangat sederhana, umum dan tidak jelas, sehingga menimbulkan 

multi tafsir, (c) unsur-unsur yang seharusnya ada dalam konstitusi tidak 

dielaborasi secara memadai, (d) UUD 1945 dianggap terlalu menekankan 

semangat para penyelenggara, (e) UUD 1945 terlalu besar memberi 

kewenangan kepada presiden untuk mengatur berbagai hal penting dengan 
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undang undang, (f) banyak materi muatan yang penting diatur pada 

Penjelasan UUD, sementara Penjelasan itu sendiri masih diragukan 

keberadaannya,karena pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI hanya 

mengesahkan Pembukaan dan Batang Tubuh. 

Dalamhaliniagarmemperolehaturandasarmengenaijaminandanpelaksa

naankedaulatanrakyatdanmemperluaspartisipasirakyatagar sesuaidengan 

perkembangan paham demokrasi maka perludiadakan 

amandemenUUD1945.Selanjutnyasebagai konsekuensilogis  denganadanya  

Tap  MPR  No.  IV/MPR/1983  yang  isinya kehendakuntuk tidakakan 

melakukan perubahan UUD 1945 perlu 

dicabutterlebihdahulu.UntukmelakukanpencabutanTapMPRNo.IV/MPR/1983

perludikeluarkanketetapanMPRNo.VIII/MPR/1998. 

Tentangtatacaraperubahanundang-undangdasartelahdiaturdalam 

pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “untuk mengubah undang-undang 

dasarsekurang-kurangnya   2/3   daripada jumlah  anggota Majelis 

Permusayawaratan Rakyat harus hadir”, sedangkan ayat 

2pasalyangsamamenyebutkanputusandiambildenganpersetujuansekurang-

kurangnya2/3darijumlahanggotayanghadir. 

AdapunpelaksanaanperubahanUndang-UndangDasar1945secara 

sistematismelaluitahapansidangumumdansidangtahunansampai empat kali 

perubahan konstitusi pada empat sidang MPR 

 
sebagaiberikutini. 

 
1. Perubahanpertama Undang-Undang Dasar1945 dilakukan padaSidang 

 UmumMPR tahun1999(tanggal14sampaidengan21Oktober1999). 

2. Perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945 dilakukan padasidang 

tahunan MPR tahun 2000(tanggal7sampaidengan18Agustus2000) 

 
3. Perubahan ketiga Undang Undang Dasar 1945 dilakukan padasidang 

tahunan MPR tahun 2001 (tanggal 1 sampai dengan 9 

November2001) 
 

4. PerubahankeempatUndang-UndangDasar1945dilakukanpadasidang 

tahunanMPRtahjun2002(tanggal1sampaidengan11Agustus2002) 
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BerkaitandenganperubahanUUD1945tersebutkesepakatandasaryan

gdicapaiolehfraksi-fraksiMPRadalahsebagaiberikut: 

1. tidakmengubahpembukaanUUD1945; 
 
2. tetapmempertahankanNegaraKesatuanRepublikIndonesia; 
 
3. tetapmempertahankansistempemerintahanpresidensiil; 
 
4. penjelasanUUD1945yang memuathal-halyangnormatif 

dimasukkankedalampasal-pasalUUD1945; 

5. perubahandilakukandengancara“adendum”;danpasal-

pasaldalambatangtubuhmenjadi:21bab,73pasal,170ayat,3pasal 

aturanperalihan,dan2pasalaturantambahan. 

Berdasarkan hasil kesepakatan dasar tersebut diatas 

PembukaanUUD1945tidakdiadakanperubahankarenaPembukaanUUD 

1945bagibangsaIndonesiamerupakansumbermotivasidan 

aspirasi,tekaddansemangatsertacita-citamoraldancita-

citahukumyanginginditegakkandalamlingkungannasionaldaninternasional.Se

lainitu,dalamsetiapalineaPembukaanUUD1945memilikimaknayangsangatme

ndasar. 

1. Alineapertama. 
 

a. Keteguhanbangsa Indonesia dalam membela kemerdekaanuntuk 

melawanpenjajahdalamsegalabentuk. 

b. Pernyataansubyektif bangsa Indonesi  untuk menentang dan 

menghapuspenjajahandiatasdunia. 

c. 

PernyataanobyektifbangsaIndonesiabahwapenjajahantidaksesuaid

enganperikemanusiaandanperikeadilan. 

d. 

PemerintahanIndonesiamendukungkemerdekaanbagisetiapbangsa

untukberdirisendiri. 

 

2. Alineakedua. 
 

a. Kemerdekaanyang dicapai oleh bangsa Indonesia 
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adalahmelaluiperjuanganpergerakandalammelawanpenjajah. 

b. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk 

menyatakankemerdekaan. 

c. Bahwa  kemerdekaanbukanlahakhirperjuangan,tetapiharusdiisi  

dengan mewujudkan negara Indonesia yang 

merdeka,bersatu,berdaulat,adildanmakmur. 

3. Alineaketiga. 
 

a. Motivasispiritualyangluhurbahwa 

kemerdekaankitaadalahberkatrahmatAllahYangMahaKuasa. 

b. Keinginanyang didambakanolehsegenapbangsaIndonesia terhadap   

suatu  kehidupan  yang  berkesinambungan  antara kehidupan  

material  dan  spiritual  dan  kehidupan  di  dunia 

maupundiakhirat. 

c. PengukuhanpernyataanproklamasiIndonoesia 
 

4. Alineakeempat. 
 

a. AdanyafungsidansekaligustujuannegaraIndonesia. 
 
b. Kemerdekaankebangsaaan Indonesia yang disusun 

dalamsuatuUndangUndangDasar. 

c. Susunan/bentukNegaraRepublikIndonesia. 

d. Sistempemerintahan negara, yaitu berdasarkan 

kedaulatanrakyat (demokrasi). 

e. DasarnegaraPancasila. 
 

PembukaanUUD 1945, selainmempunyaimaknayangsangat 

mendalam  juga  mengandung  pokok-pokok  pikiran  yang  

meliputisuasana  kebatinan dariUUD 1945. Pokok-pokok 

pikirantersebutmewujudkan  cita-cita hukum (rechtsidee) yang 

menguasai 

hukumdasarnegara,baikhukumyangtertulis(UUD)maupunhukumtidak 

tertulis.Pokok-pokokpikiranyangterkandungdalampembukaanUUD 

1945adalahsebagaiberikutini. 
 

1. P o k o k  P i k i r a n  P e r t a m a  
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: NegaramelindungisegenapbangsaIndonesiadanseluruhtumpahdar

ah Indonesia denganberdasarataspersatuandengan 

mewujudkankeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia. 

2. P o k o k  P i k i r a n  K e d u a  : Negara hendakmewujudkan keadilan sosialbagi 

seluruh rakyatIndonesia. 

 
3.  Pokok Pikiran Ketiga 

:Negarayangberkedaulatanrakyatberdasarataskerakyatandan 

permusyawaratan/perwakilan. 

4. Pokok Pikiran Keempat :Negaraberdasar 

atasKetuhananYangMahaEsamenurutdasar 

kemanusiaanyangadildanberadab. 

Makna yangterkandung dalam amandemen 

U UD1945dapatdinyatakansebagaiberikutini : 

1. Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun

 1945 yang dilakukan  oleh MPR, selainmerupakan 

perwujudan tuntutan reformasi, juga sejalan dengan pidato Ir. 

Soekarno,ketuapanitiapenyusunUndangUndangDasarNegara 

Republik  Indonesia tahun 1945 dalam rapat Panitia Persiapan 

KemerdekaanIndonesia  (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945.Pada 

kesempatanituiamenyampaikanantaralain,“Bahwainiadalahsekedar

UndangUndangDasarSementara,UndangUndangDasarKilat,

 bahwa barangkali bolehdikatakan pula,

 inilahrevolutiegrondwet.NantikitamembuatUndangUndang

Dasaryanglebihsempurna danlengkap. 

2. Perubahan UndangUndang Negara Republik Indonesia tahun 
 
1945 yang dilakukan MPR merupakan upaya 

penyempurnaanaturandasargunalebihmemantapkanusahapencapaian

cita-citaproklamasi 

kemerdekaan17Agustus1945sebagaimanatertuangdalam

 pembukaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik 

Indonesiatahun1945. 
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3. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia

 tahun 1945 memenuhi sila keempatPancasila “Kerakyatan 

yangdipimpinolehhikmatkebijaksanaandalam 

permusyawaratan/perwakilan”,yangpenerapannyaberlangsungdidalam

sistemperwakilanataupermusyawaratan.Orang-

orangyangdudukdidalammerupakanhasilpemilihanumumhalituselaras

dengan perubahan Undang-Undang Dasar

 NegaraRepublikIndonesiatahun 1945 mengenai pemilhan presiden 

dan wakil 

presidensertaanggotalembagaperwakilanyangdipiliholehrakyatsecarala

ngsung. 

 

 

Hubungan Pembukaan dan  Batang Tubuh UUD 1945 

Pada bagian penjelasan UUD 1945, dinyatakan bahwa Pokok 

Pikiran yang ada pada pembukaan merupakan suasana kebatinan dari 

Undang Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita-cita 

hukum, yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar 

tidak tertulis (konvensi). Pokok Pikiran tersebut kemudian dijelmakan 

dalam pasal-pasal UUD 1945. 

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan yang bersifat kausal organis 

dengan batang tubuh UUD 1945, karena isi yang ada dalam Pembukaan 

dijabarkan ke dalam pasal-pasalnya. Oleh karenanya Pembukaan yang 

memuat falsafah Negara Pancasila merupakan satu kesatuan dengan 

Undang Undang Dasar, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan 

norma yang terpadu. Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung 

Pokok-Pokok Pikiran yang intisarinya merupakan penjelmaan dari dasar 

filsafat Pancasila, memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu 

memberikan semangat kepada UUD 1945. 

Semangat dari UUD 1945 serta yang disemangati yaitu pasal-pasal 
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UUD 1945 serta penjelasannya , pada hakikatnya merupakan satu 

rangkaian kesatuan yang bersifat kausal organis. Hubungan antara masing-

masing bagian yang ada pada alinea Pembukaan dengan Batang Tubuh 

UUD 1945, dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagian pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan 

segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan “kausal 

organis” dengan Batang Tubuh UUD 1945 

2. Bagian keempat  Pembukaan UUD 1945yang mempunyai hubungan 

“kausal Organis” dengan Batang Tubuh UUD 1945. Adapun hubungan 

tersebut sebagai berikut : 

a. Pembukaan memerintahkan diadakannya UUD (Batang Tubuh) 

b. UUD (Batang Tubuh) mengatur tentang pembentukan 

pemerintahan Negara yang memnuhi pelbagai persyaratan dan 

meliputi segala aspek penyelenggaraan Negara 

c. Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan 

rakyat 

d. Ditetapkannya dasar kerohanian Negara (dasar filsafat Negara) 

e. Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan 

dijabarkan di dalam Batang Tubuh (Pasal- Pasal) yang ada. 

Adanya hubungan yang begitu erat dan merupakan satu kesatuan 

antara Pembukaan dengan Batang Tubuh dapat ditarik beberapa makna 

penting bahwa : 

1. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Batang 

Tubuh UUD 1945 

2. Adanya Batang Tubuh (Pasal-Pasal) karena atas perintah 

Pembukaan UUD 1945 

3. Pasal-Pasal yang ada dalam Batang Tubuh tidak boleh menyimpang 

apalagi bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 

 

Soal-Soal Latihan : 

1. Konstitusi hakikatnya berbeda dengan Undang Undang Dasar,  karena …. 
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a. Konstitusi merupakan Undang Undang Dasar yang tertulis 

b. Konstitusi merupakan sebagian dari Undang Undang Dasar  

c. Konstitusi terdiri atas Undang Undang Dasar tertulis dan tidak tertulis 

d. Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis  

2. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara, karena di dalam suatu 

konstitusi hal-hal pokok berikut ini, kecuali   … 

a. Suatu negara menyatakan kemerdekaannya 

b. Memberikan batasan pada penguasa negara 

c. Tugas dan wewenang lembaga negara 

d. Hak asasi manusia 

3. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, UUD yang berlaku pada periode 

kedua adalah UUD RIS yaitu tahun 1949 – 1950. Hal ini terjadi, karena …. 

a. Bentuk Negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat 

b. Belanda tidak mau melepaskan negara Indonesia sebagai negara 

jajahannya 

c. Indonesia tidak mau lagi di jajah oleh Belanda 

d. Kesepakatan antara Belanda dan Indonesia melalui perjanjian Linggarjati  

4. UUD 1945 dapat dikatakan memiliki nilai semantik, karena makna yang 

terkandung di dalam pasal-pasalnya, khususnya dapat di lihat pasal :  

a. Pasal 5 ayat (2) 

b. Pasal 6 ayat (2) 

c. Pasal 7 

d. Pasal 10 

5. Undang Undang Dasar 1945 dikatakan bersifat flexible, karena …. 

a. Terdiri dari XVI Bab, 36 pasal 

b. Memuat HAM secara lengkap 

c. Dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan  globalisasi 

d. Dapat mengikuti perkembangan masyarakatnya yang terus berubah 

6. UUD 1945 di amandemen oleh MPR dengan beberapa alasan…. 

a. Rumusannya terlalu panjang sehingga sulit dipahami oleh anggota MPR 

b. Banyak pasal-pasal yang ada sudah tidak berlaku lagi 

c. Dianggap belum mengakomudir HAM secara memadai 
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d. Usianya sudah lama, namun tidak pernah dlakukan amandemen 

7. Pokok-pokok pikiran yang terkadung di dalam pembukaan UUD 1945, antara 

lain …. 

a. Pokok pikiran pertama : Negara Persatuan 

b. Pokok pikiran kedua : Negara melindungi seluruh rakyat dan seluruh 

tanah tumpah darah Indonesia 

c. Pokok pikiran ketiga : Negara hendak memajukan kesejahteraan umum 

d. Pokok pikiran keempat : Negara berkedaulatan rakyat 

8. Pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dengan Pasal-

pasal (Batang Tubuh), karena …. 

a. Pembukaan dijabarkan di dasarkan pada pasal-pasal (Batang Tubuh) 

b. Diadakannya Pembukaan atas perintah salah satu pasal dalam Batang 

Tubuh 

c. Keempat alinea pembukaan terjabarkan ke dalam semua pasal-pasal 

Batang Tubuh 

d. Pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan di jabarkan di dalam 

pasal-pasal (Batang Tubuh) 

9. Kesepakatan yang diambil MPR pada saat melakukan amandemen UUD 1945 

antara lain …. 

a. Melakukan perubahan terhadap semua naskah UUD 1945 

b. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

c. Mendorong pemerintahan yang kuat dan berwibawa 

d. Melakukan perubahan dengan cara referendum 
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